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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Separuh dari populasi dunia adalah perempuan, dimulai dari perempuan
yang menjadi istri, ibu, anak, pengasuh, pekerja dan produsen. Perempuan terlahir
bersama konstruk yang diadopsi masyarakat dan dijadikan bagian dari “takdir”
kelahiran perempuan. Konstruksi masyarakat tentang perempuan adalah
dilahirkan sebagai perempuan (yang berkelamin vagina), membuat mereka secara
langsung dikaitkan dengan peran, posisi, dan fungsi-fungsi tertentu yang
dibedakan dengan laki-laki (yang berkelamin penis).

Konstruksi ini yang menjadikan perempuan hanya mengatahui peran,
porsi, fungsi-fungsi yang direkatkan padanya oleh keluarga dan masyarakatnya.
Konstruksi inilah yang menjadikan perempuan dalam kondisi tertindas tanpa
disadari oleh mereka. Muncul anggapan bahwa sebenarnya apa yang ada dalam
konstruksi konstruk tersebut adalah bagian dari kodrat atau “God Given™ yang
harus diterima oleh seluruh perempuan. Kodrat perempuan diperluas menjadi
“pekerja domestik”setelah kodrat sebenarnya hanyalah hamil, melahirkan dan
menyusui.

Mempersoalkan tentang perempuan tentu berhubungan dengan gender,
gender dianggap bisa menyelamatkan kondisi ketimpangan. Namun terkadang
bisa menjadi memunculkan persoalan dalam ketimpangan. Gender seringkali

dipahami sebagai jenis kelamin. Gender berbeda dengan jenis kelamin biologis.



Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai laki-laki
atau perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah
gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur
kita."

Gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng
di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau
maskulin. Perangkat perilaku khusus ini — yang mencakup penampilan, pakaian,
sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas,
tanggung jawab keluarga dan sebagainya — secara bersama-sama memoles “peran
gender” kita.? Gender sebenarnya adalah sebuah fenomena, gender dibentuk oleh
masyarakat berlandaskan pada situasi politik, sosial dan budaya masyarakat pada
saat itu. Oleh karnanya gender bukanlah sesuatu yang konstan atau tetap sehingga
bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan keinginan individu secara
merdeka.’

Gender juga turut menindas perempuan melalui pembagian peran gender
pada masyarakat patriarki, secara patriarki pembagian peran gender meliputi
peran, posisi dan sifat. Dampak dari penindasan tersebut kepada perempuan tak
hanya peran domestik namun juga menimbulkan dampak marjinalisasi,
subordinasi, stereotip, beban ganda, kekerasan terhadap perempuan, objek

seksual, kekerasan seksual, diskriminasi, komodifikasi, dan pemiskinan.

LJulia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan, terj. Hartian Silawati (Yogyakarta
:PustakaPelajar, 2007), 2.

? 1bid.,3

*Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Modul Sekolah Feminis #5 Perempuan
Mahardhika Untuk Pemula (t.k.: Komite Nasional Perempuan Mahardhika, t.th), 6.



Penindasan terhadap perempuan juga datang dari agama. Dalam
pandangan para pendeta Yahudi, perempuan yang tidak tidak bisa menghasilkan
keuntungan material dianggap beban kehidupan.* Agama Yahudi percaya bahwa
Siti Hawalah yang menjadi penyebab atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam
beserta semua konsekuensinya yaitu memakan buah terlarang (khuldi). Ini yang
menjadi landasan bahwa sumber kesalahan adalah perempuan, karenanya
perempuan layak diposisikan setelah laki-laki.

Kemudian agama Kristen memandang teori yang menyatakan bahwa Siti
Hawa adalah penyebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga, merupakan teori yang
menempati posisi penting pada kepercayaan Kristen. Chrysostem, seorang
pemikir agama Kristen, mengatakan:

“Wanita adalah kejahatan yang tak pernah berakhir. Sumber inspirasi kejahatan
sejak hari pertama mereka dilahirkan, kejahatan yang menyenangkan, ancaman
bagi setiap rumah tangga, alat penghancur, dan jalan menuju nasib yang buruk.””

Agama Hindu memiliki pandangan tentang kedudukan perempuan sebagai
makhluk yang tidak memiliki hak hidupnya sendiri. Semasa kecil, seorang
perempuan dipandang rendah oleh ayahnya. Sedang saat dewasa, dipandang
rendah oleh suaminya, dan setelah kematian suaminya dia harus menghabiskan
sisa hidupnya melayani anak lelakinya. Jika tidak memiliki anak lelaki, dia akan
menjadi milik keluarga lelaki terdekatnya dalam kondisi bagaimanapun dia tidak

akan pernh mendapatkan haknya untuk memilih sesuatu sesuai keinginannya.

*Muhammad Thalib, Buku Pintar Penggiat Gender dan Feminisme "Mengupas
Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Wanita" (Yogya : Mu"alimul Usrah Media, 2012), 7.
> lbid., 9



Perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya (right
self-determination).®

Agama yang terakhir adalah agama Budha, Chulla Wagga, seorang
pemikir Budha mengatakan:

“Seperti layaknya perilaku dasar ikan, sifat dasar perempuan juga tidak dapat
dipahami. Seperti pencuri, perempuan memiliki cara-cara licik dalam menyelesaikan
masalahnya dan kebenaran adalah hal yang asing baginya.”’

Penindasan terhadap perempuan kerap disebut sebagai hal yang wajar,
mengingat ketika seseorang terlahir sebagai perempuan maka penindasan adalah
pertanda dari kehidupan perempuan. Di Indonesia gagasan kebebasan hak
perempuan pertama kali datang dari R.A Kartini, gagasannya tentang pendidikan
perempuan dan penolakan terhadap feodalisme ditumpahkan dalam surat
korespondensi yang dikirimkan kepada Estelle Zehandelaar, seorang aktivis
feminis Belanda. Budaya patriarki dalam kalangan menak® dimana Kartini hidup
membatasi dirinya untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi dibanding
anak laki-laki dalam keluarganya.

Perempuan Jawa dan pingitan merupakan bagian pahit lainnya terlahir
sebagai perempuan, setidaknya perempuan-perempuan yang sudah memasuki usia
belasan diaharuskan mengasingkan diri dalam sebuah ruangan yang disebut
“pingitan”. Kartini muda di usia 12 tahun, 6 bulan pada tahun 1892 mendekam
dalam adat dan menanti adanya pinangan.

Dalam urusan pernikahan, Kartini begitu geram terhadap aturan yang

berlaku saat itu. Perempuan tak memiliki hak bicara dan bisa dikawinkan oleh

®Ibid., 10
" bid., 12
®Menak: Orang terhormat; bangsawan; ningrat; priyayi.



orangtuanya begitu saja. Repotnya, si pria besar kemungkinan sudah beristri.
Menjelang peralihan ke abad ke-20 itu, poligami merupakan hal lumrah yang
dilakukan para bangsawan.’® Penolakan Kartini terhadap poligami mengalami
kontradiksi ketika Kartini menerima pinangan bupati Rembang Raden Adipati
Djojo Adiningrat.

Kontribusi Kartini untuk pendidikan perempuan dibuktikan dengan
didirikannnya Sekolah Gadis Jawa yang dibangunnya bersama Kardinah dan
Roekmini adiknya pada Juni 1903. Mengikuti jejak Kartini, tokoh perempuan
lainnya yang miris melihat potret pendidikan perempuan yang dikebiri adalah
Maria Walanda Maramis dan Rohana Kudus. 8 Juli 1917 “PIKAT” atau
Percintaan Ibu Terhadap Anak Tumurunnya didirikan oleh Mari Walanda
Maramis di Minahasa, Usaha dan tujuan pertama dari PIKAT ialah,
mendirikanSekolah Rumah Tangga untuk gadis-gadis.™®

Sedangkan Rohana Kudus membangun sekolah serupa dengan nama
“Sekolah Kerajinan Amai Setia” pada tanggal 11 Februari 1911, keprihatinan
Rohana berangkat dari kondisinya yang tidak pernah bisa mengenyam pendidikan
di sekolah formal. Menjelang abad ke-20 konsentrasi persoalan penindasan
terhadap perempuan adalah pendidikan, kesamaan dari Sekolah Gadis Jawa,
PIKAT, dan Sekolah Kerajinan Amai Setia adalah pendidikan dasar membaca dan

menulis, serta keterampilan domestik.

% Leila S. Chudori dkk, Gelap-terang Hidup Kartini (Jakarta : Kepustakaan Populer
Gramedia, 2013), 12.
19 Bambang S. Dewantara, Maria Walanda Maramis (t.k: Roda Pengetahuan 1982), 77.



Persoalan domestifikasi masih dianggap bagian dari kodrat perempuan di
Indonesia pada abad 19 menuju 20. Bahkan kesadaran terhadap penindasan
perempuan melalui domestifikasi hampir mustahil. Perempuan yang merasa perlu
untuk ber-aktualisasi dengan keluar rumah dan membangun sebuah “gerakan”
mulai hidup di abad ke-20. Di awal abad ini perempun sedikit mendapatkan
kebebasan untuk bersosialisasi, para perempun mencoba untuk membuat sebuah
gebrakan untuk kaumnya melalui sebuah gerakan perempuan.

Dalam banyak hal sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas
dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun
sayap perempuannya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam,
maupun Kiri.

Pada awalnya gerakan perempuan di Indonesia masih sangat lokalistik dan
perhatian pokok mereka sejalan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh
organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri lain ketika itu, misalnya
pendidikan kaum perempuan. Dan masalah-masalah "kemasyarakatan" seperti
pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, serta perdagangan perempuan den
anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa soal-soal seperti sekarang hampir tidak
memperoleh tempat di dalam kegiatan organisasi-organisasi perempuan
Indonesia. Sepak-terjang dan semangat para perempuan perintis ini mendapat
saluran pengucapannya yang penting melalui berbagai majalah yang mereka

terbitkan. Dengan jalan demikian mereka berusaha menyadarkan masyarakat,



dalam jangkauan terbatas kepada lapisan atas, tentang masalah-masalah yang
dipandang sangat penting bagi kaum perempuan Indonesia.**

Sebagai bukti hidupnya gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan
diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia secara nasional di Yogyakarta
pada Desember 1928. Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada
kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima.
Tetapi, lagi-lagi ketegangan timbul antara organisasi-organisasi perempuan Islam
yang menentang koedukasi lelaki den perempuan bersekolah bersama-sama,
dalam satu kelas] dan penghapusan poligini'> dengan organisasi-organisasi
perempuan nasional dan Kristen. Dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia
(PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada
tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri
Indonesia (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri, sangat giat di bidang
pendidikan, den membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan
anak-anak.

Satu-satunya organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang
nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ialah Isteri
Sedar, yang didirikan tahun 1930.

Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang paling radikal pada zaman

itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini

“Djvisi Pendidikan dan Kampanye Perempuan Mahardhika, “Sejarah Gerakan
Perempuan Indonesia”,
https://www.academia.edu/9654711/Sejarah_Gerakan_Perempuan_di_Indonesia/ (
Selasa, 15 Desember 2015, 08.04)

2Poligini : Sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa
wanita sebagai istri dalam waktu yang bersamaan.


https://www.academia.edu/9654711/Sejarah_Gerakan_Perempuan_di_Indonesia/

dan perceraian, yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-
organisasi perempuan Islam den lain-lainnya.*?

Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935),
Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional
berangsung-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres
Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPIl dibubarkan. Perhatian
tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi
keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun
sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan
atas. Perkembangan gerakan perempuan semakin pesat, isu-isu yang dikembangan
dalam setiap generasi dan tahun juga berbeda. Salah satu organisasi gerakan
berbasis perempuan yang lahir dari abad 21 adalah Perempuan Mahardhika.
Organisasi gerakan perempuan ini berbasis massa yang bebas secara orientasi
seksual, dan identitas gender.

Perempuan Mahardhika membawa suasana gerakan perempuan dengan
konsep sosial dimana semua kalangan yang mendukung perempuan diperbolehkan
bergabung atau membangun sebuah jaringan dengan Perempuan Mahardhika.
Perempuan Mahardhika mengangkat persoalan kekerasan seksual sebagai
konsentrasi organisasinya saat ini. Bermula pada tahun 2013 saat Perempuan
Mahardhika menggelar Konferensi Perempuan Jakarta pada Oktober 2013,
konferensi tersebut membahas persoalan Indonesia darurat kekerasan seksual.

Seminggu sebelum konferensi salah satu anggota Perempuan Mahardhika dari

Blbid.



kota Makassar yang juga menjadi kepala Sekolah Feminis 5 menjadi korban
pemerkosaan dan pembunuhan.

Korban dari kekerassan seksual tersebut adalah Nur Halimah, salah
seorang anggota Perempuan Mahardhika kota Makassar yang mencoba
memberikan perlawanan kepada pelaku pemerkosaan, Nur Halimah meregang
nyawa setelah mendapatkan beberapa tikaman benda tajam di tubuhnya.
Perjuangan dan keberanian Nur Halimah menunjukkan bahwa kebutuhan untuk
membangun gerakan melawan kekerasan seksual tidak bisa menunggu lebih lama
lagi.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang
terjadi dan seringkali dianggap remeh. Perempuan yang kerap dipersalahkan
akibat anatomi tubuh dan cara berpakaiannya dianggap menjadi alasan utama
terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Menurut Perempuan
Mahardhika pelecehan atau kekerasan seksual pelecehan manusia atas manusia
lainya bukan persoalan personal. Pelecehan seksual adalah urusan sosial, urusan
masyarakat, urusan kehidupan bernegara. Pelecehan seksual juga buka persoalan
sepele karena dapat merusak dan membunuh kemanusiaan orang lain.**

Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual
yakni: 1. perkosaaan, 2. Intimidasi perkosaan (ancaman/percobaan perkosaan), 3.
Pelecehan seksual, 4. Eksploitasi seksual, 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan
seksual, 6.Prostitusi paksa, 7. Perbudakan seksual, 8. Pemaksaan perkawinan/cerai

gantung, 9. Pemaksaaan kehamilan, 10. Pemaksaan aborsi, 11. Pemaksaan

“Komite Nasional Perempuan Mahardhika, A-Z Pelecehan Seksual Lawan & Laporkan!
(Jakarta.: Perempuan Mahardhika dan PKBI, 2013),3.
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kontrasepsi/sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman tidak manusiawi
dan bernuansa seksual, 14. Tradisi seksual yang membahayakan dan diskriminasi
perempuan, 15. Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

Dari 15 bentuk kekerasan seksual tersebut merupakan kejadian-kejadian
yang masih dan sering berlangsung di Indonesia yang menimpa perempuan,
hukum dan Negara hanya mengakui 3 bentuk kekersan seksual yang bisa dijatuhi
hukuman pidana. Adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan
untuk tujuan seksual. Sisanya pelaku dari ke-12 bentuk kekerasan seksual tersebut
akan bebas dari jeratan pidana dan berpeluang mengulangi melakukan kekerasan
seksual lagi.

Kondisi darurat kekerasan seksual yang semakin bertumbuh pesat
membutuhkan penangan khusus secara mengikat dan menyuluruh, merubah
paradigma dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual secara merata
dapat dilakukan melalui sebuah peraturan perundang-undangan, sebagai wujud
dari sebuah sistem yang merata.

Sejak Oktober 2013 ormas Perempuan Mahardhika gencar melakukan
diskusi publik dan menggelar Konferensi Perempuan Jakarta guna mendiskusikan
kondisi darurat kekerasan seksual. Hingga akhirnya pada 11 Oktober 2015
Perempuan Mahardhika dan kumpulan relawannya yang tergabung dalam
Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual sepakat untuk membuat petisi yang
mendukung dan menuntut adanya rancangan undang-undang penghapusan

kekerasan seksual segera dimasukkkan dalam prolegnas. Petisi tersebut
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merupakan bagian dari upaya Perempuan Mahardhika rangka mengangkat

martabat perempuan.
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B. Rumusan Masalah

Dari penajabaran latar belakang di atas untuk mempermudah pembahasan

serta memperjelas permasalahan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam

bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalahnya, antara lain:

1.

Bagaimana proses inisiasi pendirian dan perkembangan Ormas
Perempuan Mahardhika?
Bagaimana wujud dari gerakan politik Ormas Perempuan

Mahardhika?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk menjelaskan proses terbentuknya dan perkembangan Ormas
Perempuan Mahardhika.
Untuk menjelaskan upaya dari gerakan politik perempuan ormas

Perempuan Mahardhika.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diberikan sebagai sarana keilmuan untuk

mengasah pemikiran manusia sebagaimana kewajiban mahasiswa sebagai insan

akademis. Selain itu penelitian ini juga sebagai bentuk realisasi dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi, yakni penelitian. Hasil dari penelitian ini akan menjadi

kontribusi ilmiah untuk bidang akademik sesuai dengan jurusan.



13

Selain itu hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi
baru untuk pembacaan isu gender atau feminisme agar muncul analisa ilmiah

lainnya sebagai hasil dari pembacaan isu gender atau feminisme terbaru.

. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “ Gerakan Politik Perempuan Menutut Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Ormas Perempuan
Mahardhika Di Kota Jakarta ”. Maka dengan demikian untuk memperjelas topik
yang dibahas peneliti akan memberikan definisi dari istilah dari judul penelitian
ini, di antaranya adalah:

Gerakan adalah sebuah usaha dalam masalah sosial atau politik; perbuatan
bergerak.™ Jika pemaknaanya digunakan untuk sebuah kegiatan sosial ataupun
politik maka di dalamnya bermakna sebuah kegiatan yang direncanakan dan berisi
sekumpulan orang dengan tujuan dan visi yang sama. Gerakan juga bisa
dimaknai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membawa sebuah perubahan.
Atau bisa disebut sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan
lembaga-lembaga masyarakat yang ada.

Politik sebenarnya memiliki banyak definisi, sampai saat ini setiap ahli
memiliki definisi yang berbeda-beda tentang pengertian politik. Bahkan muncul
anggapan bahwa sampai saat ini belum ada definisi yang memuaskan tentang
politik. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami llmu Politik,"Politik

ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan

*pjus Abdillah, Danu Prasetya. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Arkola,
t.th.), 215.
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dan pelaksaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat
yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.” Definisi itu mengandung tujuh istilah
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni interaksi, pemerintah,
masyarakat, proses pembuatan dan pelaksaaan keputusan yang mengikat,
kebaikan bersama, dan wilayah tertentu.*®

Definisi politik yang lain adalah usaha menggapai kehidupan yang baik."’
Politik juga hal-hal yang berkenaan dengan tata negara: cara bertindak, taktik.'®
Peneliti juga memiliki definisi tersendiri terkait politik, menurut peneliti hal yang
berbeda dari penjabaran definisi menurut tokoh-tokoh adalah politik merupakan
seni menghegemoni, memiliki relasi kuasa, dan sifatnya berpeluang kalah ataupun
menang.

Perempuan juga memiliki banyak definisi sama halnya politik, perempuan
adalah ruh yang bisa menjadi sosok yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara
biologis perempuan, manusia dengan organ kelamin vagina.*® Perempuan juga
memiliki definisi orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi,
hamil, melahirkan anak, dan menyusui.?’ Sedangkan menurut pembagian gender
masyarakat patriarki dalam peran, posisi dan sifat perempuan selalu berada

diposisi setelah laki-laki. Ormas atau kepanjangan dari organisasi massa memiliki

16 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta : PT Grasindo, 2010), 14.

YMiriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2010), 13

®pjus Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Surabaya :
Arkola, t.th), 477

“Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Modul Sekolah Feminis (t.k.: Komite
Nasional Perempuan Mahardhika, t.th.), 4.

2Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perempuan. http://kbbi.web.id/perempuan
(Sabtu, 19 Desember 2015 19.31)


http://kbbi.web.id/perempuan
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definisi kelompok atau organisasi sosial yang mempunyai tujuan dan cita-cita
yang sama. 2

Sedangkan Perempuan Mahardhika adalah organisasi massa berbasis
peremempuan. Merupakan organisasi yang berasaskan kesetaraan, demokratis,
keadilan sosial, yang anti kapitalisme, anti patriarki, anti militerisme, dan anti
diskriminasi.?®> Perempuan Mahardhika memiliki Kkeistimewaan terhadap
penerimaan anggota organisasinya, organisasi ini tidak membatasi anggotanya
dari segi ras, suku, jenis kelamin, agama, kepercayaan, orientasi seksual, etnis,
warna kulit, bentuk tubuh, usia, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan

kemampuan fisik yang berbeda.

. Sistematika Pembahasan

Dalam bab | merupakan pendahuluan dalam penelitian ini, bab ini
berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penegasan judul,

Kemudian bab Il peneliti akan menjelaskan landasan teori dan penelitian
terdahulu yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

Bab Il berisi tentang proses metode penelitian yang digukanan untuk

mejelaskan proses penggalian data, sumber data, dan teknik analisis data.

?!Pius Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Surabaya :
Arkola, t.th), 433.
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Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis proses inisiasi berdirinya
ormas Perempuan Mahardhika dan bentuk gerakan politik perempuan ormas
Perempuan Mahardhika.

Bab V atau bab yang terakhir berisi kesimpulan dari penelitian dan saran

sebagai bentuk pengembangsan keilmuan dari hasil penelitian.



